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ABSTRACT

This study is motivated by the importance of creating a conducive
situation during the 2024 Simultaneous Regional Elections (Pilkada)
in Sampang Regency, a region with complex socio-political dynamics.
Collaborative efforts among security actors are essential in
maintaining stability throughout the election stages. This study aims
to analyze the collaboration process between key stakeholders such as
the Police (Polres), Military (Kodim 0828), community organizations,
media, and the public. The research uses a qualitative case study
approach with data collected through in-depth interviews,
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observation, and documentation. Data were analyzed thematically
based on Ansell and Gash’s (2008) Collaborative Governance
framework. The findings show that under the starting conditions
indicator, collaboration began with resource imbalances between
T state and non-state actors, mitigated by existing social capital,
particularly the roles of NU and local media. In face-to-face dialogue,
Zﬁg;;ii;:;’g";;f;;’“,,;’i;’jh‘;';de;;,’,’;;siif };,ySA}f;jfa";:n formal meetings were frequent, but substantial involvement of non-
Daarul Huda state actors remained limited. Commitment to process was evident
through attendance in forums, though equal contributions were
lacking. Shared understanding was built around common security
goals, yet technical alignment was weak. Facilitative leadership was exercised by KPU and Bawaslu,
supporting community initiatives but lacking grassroots outreach. The institutional design remained weak
due to the absence of a permanent collaborative forum and reliance on informal coordination. Under
outcomes, the election proceeded peacefully, public participation increased, and media effectively countered
misinformation, although critical political awareness remained low. The main finding indicates that cross-
sector collaboration was constructive but not yet institutionalized. The study recommends establishing a
permanent, regulation-based collaboration forum and enhancing participatory political education in the
community.
ABSTRACT
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya menciptakan situasi kondusif dalam pelaksanaan Pilkada
Serentak 2024 di Kabupaten Sampang yang memiliki dinamika sosial-politik kompleks. Kolaborasi antar
aktor pengamanan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas selama tahapan Pilkada. Penelitian ini
bertujuan menganalisis proses kolaborasi antar aktor keamanan seperti Polres, Kodim 0828, ormas, media,
dan masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus, serta teknik
pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dilakukan secara tematik
berdasarkan teori Collaborative Governance dari Ansell dan Gash (2008). Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pada indikator starting conditions, terdapat ketimpangan sumber daya antara aktor negara dan
non-negara, namun dimitigasi melalui modal sosial seperti peran NU dan media. Pada face-to-face dialogue,
intensitas pertemuan tinggi, tetapi partisipasi substansial ormas dan media masih terbatas. Commitment
to process terlihat dari kehadiran forum, namun belum diimbangi dengan kontribusi setara. Shared
understanding terbangun pada tujuan umum keamanan, namun masih lemah dalam aspek teknis.
Facilitative leadership dijalankan oleh KPU dan Bawaslu, meski belum menyentuh seluruh lapisan
masyarakat. Institutional design belum kuat karena absennya forum permanen dan koordinasi masih
informal. Outcomes menunjukkan Pilkada berjalan aman, partisipasi masyarakat meningkat, dan media
aktif menangkal hoaks, meski kesadaran politik kritis masih rendah. Temuan utama menunjukkan
kolaborasi konstruktif namun belum terlembagakan. Saran utama adalah pembentukan forum kolaborasi
permanen berbasis regulasi serta peningkatan edukasi politik partisipatif masyarakat..

PENDAHULUAN
Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang menjamin setiap warga negara memiliki
hak yang setara dalam proses pengambilan keputusan. Demokrasi mendorong Kketerlibatan aktif
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masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perwakilan, dalam perancangan,
pengembangan, serta pembentukan kebijakan dan peraturan hukum (Kodi, 2021). Secara umum,
demokrasi dapat dipahami sebagai bentuk pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat
untuk memengaruhi arah kebijakan politik dan pemerintahan. Tujuan utama dari penerapan sistem
demokrasi adalah untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang damai, adil, dan sejahtera, yang
berlandaskan pada prinsip keadilan, kejujuran, serta kesetaraan. Dalam kerangka ini, demokrasi juga
menjamin kebebasan berpendapat dan menjunjung tinggi hak-hak rakyat. Tujuan lain dari sistem
demokrasi mencakup perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi, membangun
pemahaman dan kolaborasi antarkelompok, mendorong partisipasi masyarakat dalam tata kelola
pemerintahan, serta menjadi sarana untuk memperbaiki kekurangan yang ada dalam tubuh pemerintahan
(Humaira, 2021). Demi menjamin keadilan dan kebebasan dalam pengambilan keputusan, terdapat
sejumlah prinsip demokrasi yang menjadi dasar penting dalam pelaksanaan pemilihan umum maupun
proses pemerintahan lainnya (Triana. H.S & Khairina, Etika Igbal Fadhlurrohman, 2023). (Humaira, 2021)
Prinsip-prinsip demokrasi yang mendasari sistem pemerintahan demokratis meliputi:

1. Kedaulatan Rakyat: Rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang memiliki peran krusial
dalam menentukan arah pemerintahan serta regulasi yang diberlakukan. Kedaulatan ini
diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat dan kesadaran kewarganegaraan dalam
kehidupan politik.

2. Hak Asasi Manusia: Perlindungan terhadap hak individu meliputi kebebasan dalam menyampaikan
pendapat, berkumpul, serta menjalankan keyakinan beragama. Penghormatan terhadap HAM
merupakan pondasi utama bagi kemajuan dan kestabilan suatu bangsa.

3. Pemisahan Kekuasaan: Kekuasaan dibagi ke dalam tiga lembaga utama yakni eksekutif, legislatif,
dan yudikatif. Pembagian ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang
serta menjamin terselenggaranya sistem pemerintahan yang akuntabel dan efisien.

4. Supremasi Hukum: Seluruh individu dan institusi, termasuk aparatur negara, berada di bawah
hukum yang berlaku. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan merata guna melindungi
hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang.

5. Keterbukaan dan Transparansi: Proses pemerintahan harus dijalankan secara terbuka,
memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi publik serta ikut serta dalam diskusi dan
pengawasan kebijakan.

6. Pluralisme: Demokrasi mengakui dan menghargai keberagaman budaya, agama, serta pandangan
yang ada di tengah masyarakat. Sistem ini memberikan ruang yang adil bagi berbagai kelompok
untuk menyampaikan aspirasi dan sudut pandangnya.

7. Partisipasi Masyarakat: Demokrasi menuntut keterlibatan aktif warga negara dalam proses politik,
baik melalui partisipasi langsung maupun melalui keikutsertaan dalam berbagai organisasi
masyarakat yang menjadi sarana penyaluran aspirasi.

Demokrasi ialah sebuah cara atau sistem yang dibuat oleh pemerintah di mana dalam mengambil
keputusan penting disahkan oleh banyak orang, biasanya melalui pemilihan umum, musyawarah dan lain -
lain. Jadi, secara sederhana, demokrasi itu adalah sistem di mana sebagai warga negara punya hak untuk
berbicara, memilih, dan terlibat dalam proses membuat keputusan. Hal ini dilakukan dengan cara yang adil
dan terbuka, tanpa ada yang dipaksa atau dilarang untuk menyampaikan pendapat. Contoh yang paling
umum adalah Pemilu atau Pilkada, di mana masyarakat memilih presiden, anggota legislatif, atau kepala
daerah, setiap orang bisa menyuarakan pendapat mereka tanpa takut dihukum, asal tidak merugikan orang
lain. Demokrasi juga menghargai hak asasi manusia dan keadilan bagi semua warga negara, tanpa
memandang latar belakang atau status sosial. Berikut adalah gambar data aspek Indeks Demokrasi
Indonesia (IDI) Tingkat Nasional sesuai dengan sumber badan statistik Indonesia.

Socius E-ISSN:3025-6704


https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20230904461231000

Socius: Jurnal Penelitian IImu-ilmu Sosial Vol. 02, No. 12 Tahun 2025 P.667-677

83.74

70,724 &0 281
: 78.86° & 78.22
Aspek Kebebasan Aspek Kesetaraan Aspek Kpasitas
Lemabaga Demokrasi
m 2021 79.72 78.86 75.67
H 2022 82.8 80.28 78.22

2023 77.48 76.46

m 2021 l8§072% 2023
Gambar 1. Aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tingkat Nasional
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021-2023

Berdasarkan ilustrasi data mengenai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dalam kurun waktu tiga
tahun terakhir, yakni 2021 hingga 2023, terlihat dinamika perkembangan demokrasi nasional yang
mencerminkan perubahan signifikan pada berbagai dimensinya. Salah satu indikator utama, yaitu hak-hak
politik, mengalami pergeseran cukup mencolok, dengan peningkatan yang cukup berarti pada tahun 2022
dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 2021. Namun demikian, tren positif tersebut tidak sepenuhnya
berlanjut, sebab pada tahun 2023 terdapat penurunan skor indeks dalam aspek kebebasan sipil dan
kapasitas lembaga demokrasi. Penurunan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural maupun
kontekstual. Dengan demikian, kualitas demokrasi Indonesia pada periode menjelang Pemilihan Umum
2024 mengalami penurunan secara kuantitatif. Fenomena ini turut tercermin dalam kehidupan sosial
masyarakat, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan demokrasi dalam konteks lokal (Yuliawati &
Muchariman, 2024). Penurunan kualitas demokrasi tersebut tidak hanya berdampak pada aspek politik
semata, melainkan juga memberi pengaruh luas terhadap sektor lain seperti kesehatan, perekonomian, dan
ketahanan sosial masyarakat. Oleh sebab itu, penting untuk menjadikan dinamika ini sebagai pijakan dalam
mendorong perbaikan dan penguatan praktik demokrasi, khususnya dalam menyongsong Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 (Triana. H.S & Khairina, Etika Igbal Fadhlurrohman, 2023).

Demokrasi merupakan prinsip fundamental yang menjadi pilar pemerintahan di berbagai negara,
termasuk Indonesia. Sebagai sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan pada rakyat, demokrasi
memungkinkan masyarakat untuk menentukan arah kebijakan dan penyelenggaraan negara. Indonesia
yang menganut sistem demokrasi konstitusional berupaya mewujudkan pemerintahan yang bersumber
dari legitimasi rakyat, dengan menempatkan aspirasi publik sebagai dasar utama dalam setiap kebijakan.
Namun demikian, keberlangsungan demokrasi di Indonesia tidak luput dari berbagai persoalan yang
memiliki dampak luas, baik dalam ranah politik, ekonomi, hukum, maupun sosial budaya. Sistem demokrasi
konstitusional yang dianut Indonesia menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi yang menjamin
hak-hak dasar seluruh warga negara (Azahra & Nurhayati Praja, 2024). Dalam praktiknya, pemilihan umum
dilaksanakan secara periodik setiap lima tahun sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan
tujuan memilih presiden dan wakil presiden, serta anggota legislatif di tingkat nasional hingga daerah. Di
bawah ini disajikan visualisasi mengenai Indeks Demokrasi Indonesia di wilayah Provinsi Jawa Timur
sebagai bagian dari upaya memahami implementasi demokrasi pada tingkat kabupaten/kota.

Ketidakstabilan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Jawa Timur selama periode 2021-
2023 mencerminkan dinamika politik dan sosial yang masih fluktuatif. Kenaikan skor pada 2022
menunjukkan adanya perbaikan dalam beberapa aspek demokrasi, namun penurunan di 2023, meski tidak
signifikan, menandakan tantangan baru seperti penurunan kebebasan sipil dan lemahnya transparansi
lembaga. Kendati demikian, skor 82,01 pada 2023 tetap mencerminkan kualitas demokrasi yang cukup
stabil. IDI berperan penting dalam mengevaluasi pelaksanaan prinsip demokrasi yang adil dan berkeadilan,
di mana kapasitas lembaga dan kesadaran masyarakat menjadi faktor penentu utama (Triana, H.S. &
Khairina, Etika Iqbal Fadhlurrohman, 2023).

Pemilu dan Pilkada menjadi sarana utama dalam menyalurkan aspirasi rakyat dalam sistem
demokrasi. Prinsip-prinsip seperti partisipasi, keterbukaan, transparansi, dan keadilan menjadi dasar
pelaksanaannya (Nurfadilla & Nurdin, 2024). Oleh karena itu, sistem ini harus dijaga keamanannya.
Sayangnya, masih terdapat kelompok masyarakat yang memandang pemilu sebagai ajang kekuasaan
semata, bukan bagian dari proses demokrasi yang sehat. Kurangnya pemahaman ini dapat memicu
gangguan keamanan seperti konflik antarpendukung dan aksi protes, terutama ketika sistem politik belum
sepenuhnya matang.

Pilkada sendiri adalah mekanisme pemilihan langsung kepala daerah yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016. Tahun 2024 menjadi momen penting dengan diselenggarakannya Pilkada
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Serentak pada 27 November 2024. Berbeda dari sebelumnya, seluruh provinsi, kabupaten, dan kota akan
memilih kepala daerah di hari yang sama. Langkah ini bertujuan menyelaraskan siklus kepemimpinan
daerah dengan agenda nasional serta memperkuat sistem demokrasi Indonesia (Abdul et al., 2024;
Mohammad & Radian, 2024; Harianja et al,, 2024).

Pilkada 2024 diprediksi lebih kompleks dan kompetitif. Partai politik harus menyusun strategi
besar karena harus menghadapi kontestasi di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota secara serentak.
Kompetisi ini diperkirakan akan meningkatkan euforia demokrasi, namun juga berisiko menimbulkan
kerawanan (Zubakharum & Tjenreng, 2020; Halim, 2023). Dalam skala besar ini, logistik, keamanan, dan
netralitas penyelenggara menjadi tantangan utama yang harus diantisipasi (Defretes & Kleden, 2023; Amri,
2024).

Isu gangguan keamanan dalam Pilkada sering kali disebabkan oleh ketidakpuasan atas hasil
pemily, tuduhan kecurangan, hingga politik uang dan manipulasi dokumen yang menggerus kepercayaan
publik terhadap proses demokrasi (Teka Sili, 2021). Untuk mengantisipasi potensi ini, Badan Pengawas
Pemilu (Bawaslu) mengembangkan Indeks Kerawanan Pemilu dan Pilkada (IKP) sebagai alat untuk
memetakan dan mengukur potensi risiko dalam pelaksanaan pemilu.

IKP mengkategorikan tingkat kerawanan menjadi tiga level rendah, sedang, dan tinggi berdasarkan
simpangan baku dari rerata nasional. Penilaian dilakukan menggunakan tiga dimensi: partisipasi,
kontestasi, dan penyelenggaraan (Bawaslu RI, 2018; Bawaslu, 2020). IKP menjadi acuan penting bagi
penyelenggara pemilu, aparat keamanan, serta masyarakat dalam mengantisipasi kericuhan selama
tahapan Pilkada (Dewi & Hantoro, 2017). Pada Pilkada 2018 yang menjadi ajang kontestasi terbesar hingga
saat itu, Jawa Timur termasuk salah satu provinsi yang melaksanakan pemilihan gubernur, sehingga data
IKP pada tahun tersebut juga menjadi acuan dalam memetakan kerawanan demokrasi di wilayah ini.

Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) merupakan instrumen penting yang dikembangkan oleh Bawaslu
untuk mengukur potensi gangguan selama proses pemilu dan pilkada berlangsung. Kabupaten Sampang,
yang pada Pilkada 2018 hanya mencatat skor IKP sebesar 1,78 dan tergolong rendah, menunjukkan
lonjakan yang sangat signifikan pada Pilkada Serentak 2024 dengan skor mencapai 52,19 dan masuk dalam
kategori tinggi. Kenaikan ini tidak hanya mencerminkan eskalasi dinamika politik lokal yang semakin
kompleks, tetapi juga menjadi indikator meningkatnya potensi konflik, baik dalam bentuk kekerasan fisik,
pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, manipulasi data pemilih, hingga perusakan alat peraga
kampanye. Salah satu insiden menonjol yang terjadi pada Pilkada 2024 di Sampang adalah tindak
penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia akibat ketegangan antarpendukung pasangan
calon, yang menegaskan bahwa persoalan keamanan bukan sekadar potensi, melainkan realitas yang harus
ditangani secara serius.

Dalam konteks tersebut, pengamanan Pilkada tidak bisa hanya bergantung pada pendekatan
koersif dari aparat keamanan, melainkan menuntut adanya strategi kolaboratif yang melibatkan berbagai
aktor, baik dari institusi formal maupun non-formal. Polres Sampang sebagai ujung tombak pengamanan
telah berupaya membangun sinergi dengan TNI AD Kodim 0828 Sampang, Komisi Pemilihan Umum (KPU),
serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat, yang diperkuat melalui kerja sama dengan organisasi
masyarakat seperti Madura Development Watch, organisasi keagamaan PC Nahdlatul Ulama’ Kabupaten
Sampang, serta media lokal Klik Madura. Pendekatan kolaboratif ini penting untuk membangun kesadaran
kolektif, memperkuat koordinasi, serta memastikan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam
menjaga stabilitas dan keamanan demokrasi lokal.

Upaya kolaborasi lintas sektor tersebut selaras dengan pendekatan Collaborative Governance,
yang menekankan pentingnya interaksi dan kemitraan antar aktor negara dan non-negara dalam
menyelesaikan masalah publik yang kompleks. Polres Sampang, dalam hal ini, tidak hanya menjalankan
peran sebagai institusi penegak hukum, tetapi juga sebagai katalisator yang memfasilitasi kerja sama antar
berbagai pihak untuk mengelola potensi konflik yang mungkin muncul selama tahapan Pilkada
berlangsung. Keterlibatan organisasi masyarakat dan media juga memiliki peran strategis, tidak hanya
dalam menyampaikan informasi secara objektif dan mendorong partisipasi publik, tetapi juga dalam
menekan penyebaran disinformasi serta menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan
penyelenggara pemilu. Hal ini menjadi penting mengingat karakteristik sosial-politik masyarakat Sampang
yang sangat dipengaruhi oleh kedekatan dengan tokoh agama dan figur lokal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pertanyaan mendasar yang ingin dijawab dalam
penelitian ini adalah bagaimana proses kolaborasi antara Kepolisian Polres Sampang, TNI AD Kodim 0828
Sampang, KPU dan Bawaslu Sampang, serta beberapa pihak swasta dan masyarakat Kabupaten Sampang
dalam pengamanan gangguan keamanan selama Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Sampang. Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana sinergi antar aktor tersebut dijalankan, serta
mengevaluasi efektivitas penerapan strategi keamanan kolaboratif, khususnya dalam mencegah dan
merespons gangguan keamanan selama pelaksanaan Pilkada. Dengan menjadikan Kabupaten Sampang
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sebagai studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam
penguatan tata kelola pemilu yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan, tidak hanya untuk konteks
lokal tetapi juga sebagai referensi bagi daerah lain dengan tingkat kerawanan serupa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang berfokus pada
proses kolaboratif dalam pengamanan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Sampang. Pemilihan metode ini
bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika interaksi antar aktor keamanan. Data dikumpulkan
melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi terhadap berbagai kegiatan
pengamanan Pilkada. Informan utama terdiri dari perwakilan Polres Sampang, Kodim 0828, KPU, Bawaslu,
organisasi masyarakat (NU dan MDW), serta media lokal. Analisis data dilakukan secara tematik, mengacu
pada model Collaborative Governance dari Ansell dan Gash (2008), dengan menyoroti enam indikator
utama: kondisi awal, dialog tatap muka, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, kepemimpinan
fasilitatif, dan desain institusional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sampang merupakan salah satu lembaga yang
memiliki mandat untuk menjamin pelaksanaan pemilu di tingkat kabupaten berjalan secara jujur, adil, dan
transparan. Bawaslu Sampang berperan sebagai bagian dari sistem pengawasan nasional yang dibentuk
pertama kali melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, dan
keberadaannya semakin diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam struktur
kelembagaan, Bawaslu Kabupaten Sampang berada di bawah koordinasi Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan
bertanggungjawab dalam mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, mulai dari masa kampanye
hingga penghitungan suara. Peran sentral Bawaslu dalam mengawal demokrasi lokal menjadi semakin
penting mengingat tingginya kompleksitas pemilu di daerah yang memiliki dinamika sosial dan politik khas
seperti Kabupaten Sampang.

Keberadaan Bawaslu Sampang menjadi sangat krusial dalam konteks pengamanan Pilkada
Serentak 2024, terutama di wilayah yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi seperti Kabupaten
Sampang. Dalam rangka menciptakan penyelenggaraan Pilkada yang aman dan demokratis, diperlukan
kolaborasi erat antara Bawaslu dengan institusi lain seperti Kepolisian Resor Sampang, TNI AD Kodim 0828
Sampang, Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta dukungan dari pihak swasta dan masyarakat sipil. Sinergi
antarsektor ini menjadi strategi kunci dalam mencegah terjadinya pelanggaran dan konflik, sekaligus
menjamin hak-hak politik warga dapat dilaksanakan tanpa intimidasi maupun kekerasan. Peran Bawaslu
tidak hanya sebatas pengawasan formal, tetapi juga sebagai penggerak kesadaran masyarakat untuk
berpartisipasi dalam menciptakan pemilu yang bersih, aman, dan bermartabat.

Dalam pelaksanaan Pilkada 2024, kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi utama untuk
menciptakan sistem pengamanan yang efektif dan responsif terhadap potensi gangguan. Melalui kerja sama
dengan lembaga keamanan dan kelompok masyarakat, Bawaslu dapat memperkuat upaya pencegahan dini,
melakukan deteksi terhadap pelanggaran, dan memastikan tindak lanjut yang akuntabel. Koordinasi ini
menjadi vital mengingat ancaman terhadap integritas pemilu tidak hanya datang dari pelanggaran
administratif, tetapi juga dari konflik horizontal antarpendukung, politik uang, serta penyebaran informasi
yang menyesatkan. Tanpa adanya kolaborasi yang kuat, proses demokrasi di tingkat lokal dapat terganggu
dan kehilangan legitimasi. Oleh sebab itu, keberhasilan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Sampang
sangat bergantung pada kekompakan dan komitmen semua pihak dalam menjaga integritas, keamanan, dan
kedamaian dalam setiap tahapan pemilu.

Starting Condition

Tahapan awal dalam membangun kolaborasi pengamanan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten
Sampang ditandai oleh kondisi sosial-politik yang belum ideal. Relasi antaraktor berlangsung dalam situasi
ketimpangan, terutama antara institusi negara seperti Polres dan Kodim dengan organisasi masyarakat
sipil (ormas), media, dan tokoh lokal. Aparat negara memiliki sumber daya lebih besar—baik logistik,
personel, maupun kewenangan formal—yang membuat dominasi mereka dalam forum-forum koordinasi
menjadi signifikan. Sebaliknya, ormas dan media lokal kerap hanya dilibatkan secara simbolik tanpa posisi
strategis dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, pengalaman konflik pada Pilkada sebelumnya memengaruhi tingkat kepercayaan antar
lembaga dan masyarakat. Ketegangan yang pernah muncul akibat netralitas aparat yang diragukan serta
minimnya komunikasi terbuka menjadi hambatan dalam membangun kerja sama sejak dini. Meski
demikian, kondisi ini juga menyediakan momentum reflektif. Aktor-aktor utama, terutama dari
penyelenggara dan pengawas pemilu, menyadari perlunya perbaikan pendekatan dengan membuka ruang
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partisipasi yang lebih luas dan transparan. Sehingga, meskipun kondisi awal sarat ketimpangan, hal
tersebutjustru menjadi pemicu awal pembentukan kolaborasi yang lebih sadar akan pentingnya kesetaraan
dan kepercayaan lintas sektor.

Collaborative Process

Proses kolaboratif merupakan inti dari pelaksanaan tata kelola bersama dalam pengamanan
Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Sampang. Kolaborasi tidak hanya dipahami sebagai kerja sama
administratif semata, tetapi sebagai serangkaian interaksi lintas sektor yang dibangun melalui komunikasi,
kepercayaan, komitmen, dan tujuan bersama. Dalam konteks ini, setiap aktor—baik dari unsur negara
seperti Polres, Kodim, KPU, dan Bawaslu, maupun dari unsur non-negara seperti ormas, media, dan
masyarakat sipil—berperan aktif dalam menciptakan ruang kerja yang kooperatif, responsif, dan terbuka
terhadap dinamika lokal.

Teori collaborative governance menekankan bahwa keberhasilan suatu kolaborasi ditentukan oleh
sejauh mana aktor-aktor yang terlibat mampu mengatasi sekat kelembagaan dan kepentingan, serta
membangun sistem kerja yang inklusif. Oleh karena itu, keberhasilan pengamanan Pilkada tidak hanya
bergantung pada kekuatan struktural aparat, tetapi juga pada keberhasilan dalam menciptakan proses
kolaboratif yang adaptif dan berkelanjutan.

Dalam penelitian ini, proses kolaboratif dianalisis melalui lima indikator utama, yaitu: dialog tatap
muka (face to face dialogue), pembangunan kepercayaan (trust building), komitmen terhadap proses
(commitment to process), pemahaman bersama (shared understanding), dan hasil antara (intermediate
outcome). Kelima aspek ini menjadi tolok ukur untuk menilai seberapa efektif relasi antarpihak dalam
menghadapi tantangan pengamanan Pilkada secara bersama-sama.

a. Face to Face Dialogue

Dialog tatap muka menjadi fondasi dalam membangun komunikasi dua arah antarpihak. Forum
seperti rapat koordinasi lintas sektor, simulasi pengamanan, hingga pertemuan budaya seperti istighosah
atau deklarasi damai memberi ruang diskusi terbuka antara KPU, Bawaslu, aparat keamanan, ormas
keagamaan, media, dan masyarakat. Melalui interaksi langsung ini, berbagai perbedaan persepsi dapat
diredam, dan sinergi dapat dibangun dalam suasana yang lebih humanis dan personal. Dialog ini juga
memperkuat fungsi informal aktor-aktor lokal dalam menjembatani aspirasi dari masyarakat akar rumput
kepada lembaga formal.

b. Trust Building

Pembangunan kepercayaan tidak dapat dilakukan secara instan. Dalam konteks pengamanan
Pilkada Sampang, kepercayaan tumbuh melalui konsistensi tindakan aparat keamanan dalam menjaga
netralitas serta keterbukaan informasi oleh KPU dan Bawaslu. Kegiatan seperti sosialisasi bersama, doa
lintas komunitas, hingga pelibatan tokoh agama menjadi instrumen membentuk persepsi publik bahwa
pengamanan dijalankan secara profesional dan adil. Meskipun demikian, kepercayaan masih belum merata,
terutama di wilayah pedesaan yang cenderung skeptis akibat minimnya komunikasi langsung dari pihak
keamanan.

c. Commitment to Process

Komitmen terhadap proses ditunjukkan melalui kehadiran aktif para aktor dalam seluruh tahapan
pelaksanaan Pilkada, mulai dari tahapan persiapan hingga pasca pencoblosan. Aparat keamanan, KPU, dan
Bawaslu menunjukkan kedisiplinan koordinatif dengan hadir secara rutin dalam rapat strategis. Namun,
tantangan tetap muncul terkait kualitas partisipasi aktor non-negara. Dalam beberapa forum partisipasi
ormas atau media hanya bersifat formal, tidak substantif, dimana belum adanya perjanjian yang berbentuk
MoU terhadap beberapa organisasi sipil seperti ormas, hanya ada penandatanganan secara umum yang
dilakukan oleh aktor pemerintah. Hal ini menandakan bahwa meskipun secara administratif seluruh pihak
terlibat, belum semua diberi ruang untuk mempengaruhi jalannya proses kolaborasi secara setara.

d. Shared Understanding

Pemahaman bersama mengenai pentingnya menjaga netralitas, keterbukaan informasi, dan
keamanan Pilkada mulai terbentuk di kalangan elit institusional. KPU dan Bawaslu, misalnya, menyadari
bahwa pengawasan tidak dapat dilakukan secara satu arah tanpa dukungan dari ormas, media, dan
masyarakat. Namun, di tingkat masyarakat, khususnya desa, kesadaran ini belum menyatu. Masih
ditemukan persepsi negatif terhadap netralitas ASN, politik uang, dan penyebaran hoaks, yang
mengindikasikan belum tercapainya pemahaman kolektif secara menyeluruh. Oleh karena itu, pendekatan
edukatif dan kultural harus ditingkatkan untuk meratakan pemahaman ini.

e. Intermediate Outcome

Dampak awal dari proses kolaboratif dapat dilihat dari menurunnya jumlah gesekan
antarpendukung selama kampanye, Kondisi ini tercermin dari semakin intensifnya kegiatan bersama yang
melibatkan berbagai pihak, seperti forum diskusi, sosialisasi kepemiluan, simulasi pengamanan, hingga
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kegiatan keagamaan yang membangun suasana damai. Muncul pula indikasi meningkatnya kepercayaan
awal antar pemangku kepentingan, di mana komunikasi dan koordinasi mulai terbangun secara lebih
terbuka, meskipun belum seluruhnya setara namun, mampu meningkatkan efektivitas koordinasi
pengamanan. Aparat keamanan mampu memetakan titik rawan dengan cepat dan melakukan respons yang
lebih strategis dibanding Pilkada sebelumnya. Selain itu, masyarakat mulai aktif memberikan laporan dini
terhadap potensi pelanggaran. Namun, partisipasi publik dalam bentuk kontrol sosial masih terbatas, lebih
banyak dipengaruhi tokoh masyarakat daripada kesadaran politik individu. Oleh sebab itu, intermediate
outcome ini belum dapat dijadikan indikasi final, melainkan sebagai indikator bahwa kolaborasi sedang
menuju arah positif.

Facilitative Leadership

kepemimpinan fasilitatif mengacu pada sejauh mana pemimpin atau institusi kunci mampu
menjadi penggerak kolaborasi yang inklusif, adaptif, dan mendorong partisipasi aktif antar aktor dalam
pengamanan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Sampang. Temuan menunjukkan bahwa peran fasilitator
utama dalam konteks ini dijalankan oleh KPU dan Bawaslu, yang tidak hanya bertanggung jawab terhadap
aspek teknis kepemiluan, tetapi juga menjadi aktor penghubung antara aparat keamanan, organisasi
masyarakat, tokoh agama, dan media lokal. KPU dan Bawaslu menunjukkan upaya membangun ruang
dialog, memfasilitasi kegiatan bersama seperti sosialisasi partisipatif, serta menjembatani kepentingan
antar pihak yang berpotensi memiliki konflik. Meskipun demikian, kepemimpinan fasilitatif yang dijalankan
belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok di tingkat akar
rumput yang masih kurang terlibat dalam proses-proses strategis. Peran kepolisian dan TNI juga
berkontribusi dalam menciptakan stabilitas melalui pendekatan cooling system, namun mereka cenderung
mengambil peran operasional dibanding fasilitatif dalam konteks kolaboratif. Kondisi ini menunjukkan
bahwa kepemimpinan fasilitatif telah hadir dalam proses kolaborasi, namun masih terpusat pada aktor
formal dan belum terdesentralisasi secara efektif ke komunitas lokal. Tantangan ke depan terletak pada
bagaimana kepemimpinan tersebut dapat lebih partisipatif, lentur, dan mengakomodasi peran masyarakat
sipil secara lebih bermakna dalam menjaga kondusifitas pemilu secara berkelanjutan.

Institutional Design

Struktur kelembagaan kolaborasi dalam pengamanan Pilkada Sampang masih bersifat fleksibel dan
belum ditopang oleh sistem permanen. Forum koordinasi dibentuk secara ad-hoc menjelang pelaksanaan
Pilkada dan bubar setelah kegiatan selesai. Meski demikian, struktur ini terbukti efektif secara fungsional
karena adaptif terhadap konteks lokal. Namun, ketiadaan desain kelembagaan yang permanen menjadikan
keberlanjutan kolaborasi rawan stagnasi pasca-Pilkada. Diperlukan penguatan kelembagaan yang bersifat
formal namun tetap inklusif, sehingga kolaborasi lintas aktor dapat terus berjalan dalam pengawasan dan
edukasi politik jangka panjang.

Outcome

Hasil akhir dari proses kolaboratif ini adalah terciptanya iklim Pilkada yang relatif damai, minim
konflik, serta tertib secara teknis dan administratif. Koordinasi lintas lembaga berjalan lebih terstruktur
dibandingkan sebelumnya, dengan kontribusi nyata dari berbagai pihak. Meski masih terdapat pekerjaan
rumah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat secara kritis dan memperluas jangkauan komunikasi,
kolaborasi yang terbangun telah membuktikan bahwa pengamanan tidak bisa hanya bergantung pada
aparat, melainkan hasil kerja kolektif. Outcome ini menandai keberhasilan awal yang layak dijadikan model
pengelolaan pemilu demokratis berbasis kolaborasi. Namun, meskipun hasil akhir dari kolaborasi ini dapat
dikatakan berhasil dalam konteks pengamanan Pilkada, terdapat tantangan yang masih harus dihadapi ke
depan. Kesadaran politik kritis masyarakat belum sepenuhnya terbentuk, peran ormas dan media belum
menyentuh aspek strategis pengambilan keputusan, dan belum adanya forum kolaborasi permanen yang
berbasis regulasi. Dengan demikian, hasil akhir ini dapat disimpulkan sebagai kolaborasi yang bersifat
konstruktif dan adaptif, tetapi masih memerlukan penguatan institusional agar keberlanjutannya dapat
terjamin di masa mendatang.

SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa kolaborasi dalam pengamanan Pilkada Serentak 2024 di
Kabupaten Sampang telah menunjukkan kemajuan yang berarti meskipun belum sepenuhnya optimal. Pada
tahap awal, proses kolaborasi menghadapi hambatan berupa ketimpangan sumber daya dan pengaruh
antar aktor, lemahnya koordinasi, serta rendahnya kepercayaan akibat pengalaman buruk pemilu
sebelumnya. Namun, seiring berlangsungnya tahapan Pilkada, dinamika kolaboratif mulai terbangun
melalui komunikasi terbuka, keterlibatan aktif semua pihak, dan pendekatan kultural yang efektif.
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Keberhasilan kolaborasi ini tercermin dari lima indikator penting: komunikasi dua arah yang responsif,
terbentuknya kepercayaan antar aktor, komitmen kolektif terhadap proses, pemahaman bersama yang
terintegrasi dengan nilai lokal, serta hasil sementara berupa meningkatnya stabilitas keamanan dan
partisipasi masyarakat. Kendati demikian, belum adanya struktur kelembagaan permanen dan
ketergantungan pada koordinasi informal menunjukkan perlunya penguatan sistemik agar kolaborasi lebih
terstruktur dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, pendekatan kolaboratif lintas sektor di Sampang
menjadi model yang menjanjikan bagi pengamanan pemilu demokratis yang aman dan inklusif.

SARAN

Untuk memperkuat kolaborasi pengamanan ke depan, beberapa langkah strategis perlu dilakukan.
Pertama, dalam mengatasi kelemahan kondisi awal, perlu dibangun mekanisme pembagian peran yang adil,
peningkatan kapasitas SDM, dan pelibatan aktif tokoh masyarakat guna membangun kembali kepercayaan
publik. Kedua, penguatan proses kolaborasi dapat dilakukan melalui forum komunikasi lintas sektor yang
rutin, SOP kolaboratif, dan p pemanfaatan teknologi informasi untuk koordinasi dan respon cepat. Ketiga,
pertemuan tatap muka harus dijadwalkan secara berkala dan difasilitasi secara inklusif dengan fokus pada
penyamaan persepsi dan pemecahan masalah konkret. Keempat, untuk membangun kepercayaan yang
solid, diperlukan transparansi dalam pengambilan keputusan, kegiatan bersama yang konsisten, serta
penghargaan terhadap kontribusi semua pihak. Kelima, komitmen harus diformalkan dalam MoU yang
disertai pengawasan berkala dan budaya kerja yang berintegritas.

Selanjutnya, diperlukan upaya untuk membangun pemahaman bersama melalui pelatihan terpadu
dan diskusi terbuka, serta memperkuat hasil kolaborasi dengan evaluasi berkala, pelibatan masyarakat
yang lebih luas, dan peningkatan kapasitas kepemimpinan fasilitatif. Terakhir, pembentukan struktur
kelembagaan permanen dan sistem koordinasi formal sangat penting agar kolaborasi berjalan stabil,
inklusif, dan mampu menjawab dinamika politik lokal secara berkelanjutan. Evaluasi hasil Pilkada 2024
harus dijadikan pijakan untuk menyempurnakan model kolaborasi pengamanan ke depan sebagai bagian
dari penguatan demokrasi lokal.
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